FORMULIR KUISIONER
PENILATAN KABUPATEN/KOTA PEDULI HAM

PENGAYOMAN

LAPORAN HAK SIPIL DAN POLITIK TERDIRI DARI :
A. HAKATAS BANTUAN HUKUM

1 Produk hukum daerah yang mengatur mengenai ketersediaan bantuan hukum

I:I Ada I:I Tidak Ada

*) beri tanda X pada kotak pilihan

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang
diterbitkan

2 Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tentang bantuan hukum
[ Jada [ ITidak Ada

3 Tersedianya bantuan hukum litigasi (peradilan)
[ JAada [ ] Tidak Ada

4 Tersedianya bantuan hukum non litigasi
[ ] Ada [ ] Tidak Ada

5 Tersedianya Organisasi Bantuan Hukum yang terdaftar

[ JAada [ ] Tidak Ada

6 Persentase masyarakat miskin yang menerima bantuan hukum

- Jumlah masyarakat miskin yang menerima bantuan hukum |

- Jumlah masyarakat miskin yang mengajukan

permohonan bantuan hukum

Demikian data capaian pada hak atas bantuan hukum ini diberikan untuk dipergunakan didalam penilaian
daerah kabupaten/kota Peduli HAM



B. HAKATAS INFORMASI

1 Produk hukum daerah yang mengatur mengenai ketersediaan informasi publik
[ JAda [ ] Tidak Ada

*) beri tanda X pada kotak pilihan

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang
diterbitkan

2 Tersedianya akses terhadap informasi publik yang efektif, transparan, dan dapat

dipertanggungjawabkan baik secara non digital
[ ] Ada [ ] Tidak Ada

3 Tersedianya akses terhadap informasi publik yang efektif, transparan, dan dapat

dipertanggungjawabkan baik secara digital
[ JAada [ ] Tidak Ada

4 Persentase tindak lanjut permohonan data informasi publik

- Jumlah permohonan informasi publik yang ditindaklanjuti |

- Jumlah permohonan informasi publik yang diajukan |

Demikian data capaian pada hak atas informasi ini diberikan untuk dipergunakan didalam penilaian daerah
kabupaten/kota Peduli HAM



C. HAKTURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN

1 Produk hukum daerah yang mengatur mengenai:

a. menjamin ketersediaan ruang partisipasi masyarakat dalam pemerintahan

I:I Ada I:I Tidak Ada

*) beri tanda X pada kotak pilihan

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang
diterbitkan

b. partisipasi masyarakat yang berasal dari perempuan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia,

dan/atau masyarakat adat, dalam pengambilan keputusan/kebijakan

[ Jada [ ]Tidak Ada

*) beri tanda X pada kotak pilihan

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang
diterbitkan

2  Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tentang bantuan keuangan partai politik

- Alokasi bantuan keuangan partai politik tingkat kab/kota Rp. | |

- Jumlah suara sah x Rp. 1500,- Rp. | |

3 Partisipasi masyarakat yang berasal dari perempuan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia,
dan/atau masyarakat adat dalam pengambilan keputusan/ kebijakan

[ JAada [ ] Tidak Ada

4 Terdapatnya pelibatan masyarakat yang berasal dari perempuan, anak, penyandang disabilitas, lanjut
usia, dan/atau masyarakat adat dalam penyusunan produk hukum daerah

[ ]Ada [ ] Tidak Ada



5 Proporsi jumlah perempuan yang dicalonkan di dalam pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota oleh
partai politik

- Jumlah perempuan bakal calon anggota DPRD | |

- Jumlah bakal calon anggota DPRD | |

Demikian data capaian pada hak turut serta dalam pemerintahan ini diberikan untuk dipergunakan didalam
penilaian daerah kabupaten/kota Peduli HAM



D. HAKATAS KEBERAGAMAN DAN PLURALISME

1 Produk hukum daerah yang mengatur mengenai keberagaman dan pluralisme

[ JAda [ ] Tidak Ada

*) beri tanda X pada kotak pilihan

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang
diterbitkan

2  Perencanaan dan penganggaran daerah yang memuat pengarusutamaan HAM

[ ] Ada [ ] Tidak Ada

3  Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tentang program dan/atau kegiatan
FKUB

| Jada | ] Tidak Ada

4 Tersedianya tim terpadu penanganan konflik sosial

[ ] Ada [ ] Tidak Ada

5 Adanya kasus pelayanan publik diskriminatif yang dilaporkan

[ ] Ada [ ] Tidak Ada

6 Tersedianya analisis produk hukum daerah terhadap nilai-nilai Pancasila
[ ] Ada [ ] Tidak Ada

7 Program dan atau kegiatan di lingkungan institusi pemerintah daerah mengenai keberagaman dan
pluralisme

[ ] Ada [ ] Tidak Ada

*) beri tanda X pada kotak pilihan

Jika ada, sebutkan!




8 Proporsi institusi daerah yang mendapatkan pemahaman mengenai keberagaman dan pluralisme

- Jumlah institusi daerah yang mendapatkan pemahaman mengenai |

keberagaman dan pluralisme

- Jumlah seluruh institusi daerah di wilayah kabupaten/kota |

9 Terlaksananya kegiatan FKUB

I:I Terlaksana Ijl‘idak Terlaksana

10 Jumlah kasus pelayanan publik diskriminatif yang ditindaklanjuti

- Jumlah kasus pelayanan publik diskriminatif yang ditindaklanjuti

- Jumlah kasus pelayanan publik yang diskriminatif

Demikian data capaian pada hak atas keberagaman dan pluralisme ini diberikan untuk dipergunakan didalam
penilaian daerah kabupaten/kota Peduli HAM



E. LAPORAN HAK ATAS KEPENDUDUKAN

1

2

Produk hukum daerah yang mengatur mengenai kependudukan dan catatan sipil

[ ]ada [ ] Tidak Ada
*) beri tanda X pada kotak pilihan

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang
diterbitkan

Tersedianya SOP dan fasilitas layanan masyarakat terkait masalah kependudukan dan pencatatan
sipil

D Ada D Tidak Ada

*) beri tanda X pada kotak pilihan

Jika ada, sebutkan!

Tersedianya mekanisme pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan
administrasi kependudukan

D Ada D Tidak Ada

Tersedianya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan data yang
termutakhirkan

D Ada D Tidak Ada

Cakupan perekaman KTP Elektronik

- Jumlah penduduk usia > 17 tahun dan/atau < 17 tahun

yang sudah atau pernah menikah yang | |

telah melakukan perekaman KTP-el

- Jumlah penduduk wajib KTP - el | |




10

11

Cakupan kepemilikan KIA

- Jumlah penduduk usia 0-17 tahun yang memiliki KIA | |

- Jumlah penduduk usia 0-17 tahun | |

Cakupan kepemilikan KTP elektronik

- Jumlah penduduk usia > 17 tahun dan/atau < 17 tahun | |
yang sudah atau pernah menikah yang memiliki
KTP-el

- Jumlah penduduk wajib KTP - el | |

Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun

- Jumlah penduduk usia 0-17 tahun yang memiliki | |
akta kelahiran

- Jumlah penduduk usia 0-17 tahun | |

Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua penduduk yang

perkawinannya dilaporkan

- Jumlah penduduk yang memiliki buku nikah atau | |
akta perkawinan

- Jumlah penduduk yang melaporkan perkawinannya | |

Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian semua individu yang perceraiannya dilaporkan

- Jumlah penduduk yang memiliki akta perceraian | |

- Jumlah penduduk yang melaporkan perceraiannya | |

Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan

- Jumlah penduduk yang memiliki akta kematian | |

- Jumlah penduduk meninggal yang dilaporkan | |

Demikian data capaian di bidang kependudukan ini diberikan untuk dipergunakan didalam penilaian
daerah kabupaten/kota Peduli HAM



LAPORAN HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA TERDIRI DARI :
A. LAPORAN HAK ATAS KESEHATAN

1 Produk hukum daerah mengenai penyelenggaraan layanan kesehatan:

[ ]Ada [ ]Tidak Ada

*) beri tanda X pada kotak pilihan

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang
diterbitkan

2 Persentase alokasi anggaran kesehatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

- Alokasi anggaran kesehatan Rp. | |

- Jumlah APBD Rp. | |

3 Rasio tenaga dokter per penduduk

- Jumlah Penduduk | |

- Jumlah Tenaga Dokter | |

4 Rasio tenaga dokter gigi per penduduk

- Jumlah Penduduk | |

- Jumlah Tenaga Dokter Gigi | |

5 Rasio tenaga dokter spesialis per penduduk

- Jumlah Penduduk | |

- Jumlah Tenaga Dokter Spesialis | |

6  Rasio bidan terhadap penduduk

- Jumlah Penduduk | |
- Jumlah Bidan | |

7 Rasio tenaga perawat terhadap penduduk

- Jumlah Penduduk | |

- Jumlah tenaga perawat | |

8 Rasio puskesmas terhadap kecamatan

- Jumlah kecamatan | |

- Jumlah puskesmas | |




10

11

12

13

14

15

16

17

Persentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa

- Jumlah puskemas yang menyelenggarakan |

upaya kesehatan jiwa

- Jumlah Puskesmas |

Tersedianya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten/Kota

[] Ada [_]Tidak Ada

Rasio ketersediaan tempat tidur rumah sakit per satuan penduduk

- Jumlah penduduk |

- Jumlah ketersediaan tempat tidur rumah sakit |

Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) / BPJS Kesehatan

- Jumlah kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional |

- Jumlah penduduk |

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil

- Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan
ibu hamil di fasilitas pelayanan kesehatan milik

pemerintah dan swasta

- Jumlah semua ibu hamil di wilayah kabupaten/kota |

dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang sama

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

- Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan |

persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan

- Jumlah semua ibu bersalin di wilayah kabupaten/
kota dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang sama |

Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

- Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang |
mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

sesuai dengan standar

- Jumlah semua bayi baru lahir di wilayah kabupaten/ |

kota dalam kurun waktu1 (satu) tahun

Persentase cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada anak usia 12-23 bulan

- Jumlah anak usia 12-23 bulan yang mendapatkan |
Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)

- Jumlah anak usia 12-23 bulan di wilayah kabupaten/ |

Kota dalam kurun waktu 1 (satu) tahun

Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

- Jumlah balita 0 — 59 bulan yang mendapatkan
pelayanan kesehatan balita sesuai standar |

dalam kurun waktu 1 (satu) tahun

- Jumlah balita 0 — 59 bulan yang ada di wilayah |

kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun



18 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

- Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7
yang mendapat pelayanan skrining kesehatan |
di satuan pendidikan dasar

- Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 77
yang ada di wilayah kerja di wilayah kabupaten/kota | |
dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ajaran

19 Program skrining kesehatan sesuai standar bagi warga negara Indonesia usia 15-59 tahun

|:|Ada |:| Tidak Ada

*) beri tanda X pada kotak pilihan

Jika ada, sebutkan nama program tersebut!

20 Program skrining kesehatan sesuai standar bagi warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas

[ ]Ada [ ] Tidak Ada
*) beri tanda X pada kotak pilihan

Jika ada, sebutkan nama program tersebut!

21 Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

- Jumlah peserta hipertensi yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun | |
waktu 1 (satu) tahun

- Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan | |
angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu
1 (satu) tahun pada tahun yang sama




22 Program terhadap penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai

standar

|:|Ada |:| Tidak Ada

*) beri tanda X pada kotak pilihan

Jika ada, sebutkan program tersebut!

23 Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan
jiwa sesuai standar

- Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja
kabupaten/kota yang mendapat pelayanan kesehatan | |
jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun
waktu 1 (satu) tahun

- Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah |
kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu 1 (satu)
tahun yang sama

24 Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar

- Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB
sesuai standar dalam kurun waktu yang sama | |

- Jumlah orang dengan TB yang ada di wilayah kerja | |
pada kurun waktu 1 (satu) tahun yang sama

25 Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan pemeriksaan/ deteksi dini
HIV sesuai standar

- Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang
mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar | |
di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam kurun waktu
1 (satu) tahun

- Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada | |
di satu wilayah kerja pada kurun waktu
1 (satu) tahun yang sama

26 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup

- Jumlah kematian bayi | |

- Jumlah kelahiran hidup | |

27 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup

- Jumlah wanita yang meninggal akibat kehamilan
persalinan dan nifas di wilayah tertentu dalam | |
1 (satu) tahun

- Jumlah kelahiran hidup pada populasi di daerah | |
dan tahun yang sama




28 Prevalensi balita (anak usia dibawah 2 tahun) stunting (pendek/kerdil)

- Jumlah balita stunting yang ada di satu wilayah
kerja pada kurun waktu 1 (satu) tahun yang sama |

- Jumlah balita yang ada di satu wilayah kerja pada | |
kurun waktu 1 (satu) tahun yang sama

29 Prevalensi balita gizi buruk

- Jumlah balita gizi buruk

- Jumlah balita | |

30 Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita

- Jumlah balita wasting yang ada di satu wilayah
kerja pada kurun waktu 1 (satu) tahun yang sama |

- Jumlah balita yang ada di satu wilayah kerja pada | |
kurun waktu 1 (satu) tahun yang sama

Demikian data capaian di bidang kesehatan ini diberikan untuk dipergunakan didalam penilaian daerah
kabupaten/kota Peduli HAM



B. LAPORAN HAK ATAS PENDIDIKAN

1 Produk hukum daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan layanan pendidikan

[ ] Ada [ ] Tidak Ada

*) beri tanda X pada kotak pilihan

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang
diterbitkan

........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

2 Persentase alokasi anggaran pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

- Alokasi anggaran pendidikan | |
- Jumlah APBD | |

3  Persentase Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di tingkat kecamatan

- Jumlah PKBM | |

- Jumlah Kecamatan | |

4 Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di tingkat desa dan kelurahan

- Jumlah PAUD | |
- Jumlah desa/kelurahan | |

5 Persentase SD terakreditasi B

- Jumlah SD terakreditasi B | |

- Jumlah seluruh SD (selain sekolah keagamaan) | |

6  Persentase sekolah keagamaan setingkat SD terakreditasi B

- Jumlah sekolah keagamaan setingkat SD terakreditasi B | |

- Jumlah seluruh sekolah keagamaan setingkat SD | |

7 Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) terakreditasi B

- Jumlah SMP terakreditasi B | |

- Jumlah seluruh SMP (selain sekolah keagamaan) | |

8 Persentase sekolah keagamaan setingkat SMP terakreditasi B

- Jumlah sekolah Keagamaan setingkat SMP terakreditasi B | |

- Jumlah seluruh sekolah keagamaan setingkat SMP | |




10

11

12

13

14

15

16

17

Rasio ketersediaan guru PAUD berbanding peserta didik

- Jumlah murid PAUD
- Jumlah guru PAUD

Rasio ketersediaan guru SD berbanding peserta didik SD

- Jumlah murid SD
- Jumlah guru SD

Rasio ketersediaan guru SMP berbanding peserta didik SMP

- Jumlah murid SMP
- Jumlah guru SMP

Persentase guru PAUD, SD, dan SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D4

- Jumlah guru PAUD, SD, dan SMP yang memenuhi
kualifikasi S1 atau D4
- Jumlah guru PAUD, SD, dan SMP
Persentase guru PAUD, SD, dan SMP yang memiliki sertifikasi
- Jumlah guru PAUD, SD, dan SMP yang memiliki sertifikasi

- Jumlah guru PAUD, SD, dan SMP

Tersedianya layanan disabilitas di SD dan SMP

[ Jada [ I idak Ada

Program pencegahan perundungan terhadap Siswa SD dan SMP

l:IAda I:I Tidak Ada

*) beri tanda X pada kotak pilihan

Jika ada, sebutkan nama program pencegahan perundungan terhadap siswa SD dan SMP yang

dimiliki

Angka Putus sekolah SD

- Jumlah angka putus sekolah SD
- Jumlah murid sekolah SD

Angka Putus sekolah SMP

- Jumlah angka putus sekolah SMP
- Jumlah murid sekolah SMP




18 Angka melanjutkan SD/sederajat ke SMP/sederajat

- Jumlah siswa SD/sederajat yang | |

melanjutkan ke SMP/sederajat

- Jumlah siswa SD/sederajat | |

19 Angka Partisipasi Murni SD

- Jumlah siswa SD/sederajat usia 7-12 tahun | |

- Jumlah penduduk usia 7-12 tahun | |

20 Angka Partisipasi Murni SMP

- Jumlah siswa SMP/sederajat usia 13-15 tahun |

- Jumlah penduduk usia 13-15 tahun |

Demikian data capaian di bidang pendidikan ini diberikan untuk dipergunakan didalam penilaian daerah
kabupaten/kota Peduli HAM



C. LAPORAN HAK ATAS PEKERJAAN

1 Produk hukum daerah yang mengatur mengenai ketenagakerjaan

D Ada |:|Tidak Ada

*) beri tanda X pada kotak pilihan

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang
diterbitkan

........................................................................................................................

2  Alokasi anggaran ketenagakerjaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

|:|Ada |:| Tidak Ada

3  Besaran tenaga kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi

- Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan kerja | |

berbasis kompetensi

- Jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi | |

4 Besaran tenaga kerja yang mengikuti pelatihan kerja berbasis kewirausahaan

- Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan kerja | |

berbasis kewirausahaan

- Jumlah pendaftar pelatihan berbasis kewirausahaan | |

5 Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan

- Jumlah pencari kerja yang ditempatkan | |

- Jumlah pencari kerja terdaftar | |

6  Besaran pekerja dalam hubungan kerja yang menjadi peserta program Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan (Jamsostek) aktif

- Jumlah pekerja/buruh dalam hubungan kerja yang menjadi | |

peserta program Jamsostek aktif

- Jumlah pekerja/buruh dalam hubungan kerja | |

7 Pekerja/buruh yang menjadi anggota serikat pekerja di dalam hubungan kerja

- Jumlah pekerja/buruh di dalam hubungan kerja yang menjadi | |

anggota serikat pekerja

- Jumlah pekerja/buruh di dalam hubungan kerja | |




8 Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama

- Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang
diselesaikan dengan perjanjian bersama
- Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang

dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan

9 Tingkat pengangguran terbuka

- Jumlah penduduk yang termasuk dalam kategori pengangguran

- Jumlah angkatan kerja

10 Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)

- Jumlah angkatan kerja

- Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas

11 Persentase pegawai penyandang disabilitas di instansi pemerintah

- Jumlah pegawai penyandang disabilitas di instansi pemerintah

- Jumlah pegawai di instansi pemerintah

Demikian data capaian di bidang pekerjaan ini diberikan untuk dipergunakan didalam penilaian daerah

kabupaten/kota Peduli HAM



D. LAPORAN HAK ATAS LINGKUNGAN YANG BAIK DAN SEHAT SERTA HAK ATAS
PERUMAHAN YANG LAYAK

1 Produk hukum daerah yang mengatur mengenai:

a. rencana tata ruang

[ ] Ada [ ] Tidak Ada

*) beri tanda X pada kotak pilihan
Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang

diterbitkan

b. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

[]ada | ] Tidak Ada

*) beri tanda X pada kotak pilihan
Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang

diterbitkan

c. rumah layak huni

[ ]Ada [ ] Tidak Ada

*) beri tanda X pada kotak pilihan
Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang

diterbitkan




d. pengelolaan sampah dan limbah

[ ] Ada [ ] Tidak Ada

*) beri tanda X pada kotak pilihan

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang
diterbitkan

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

e. Produk hukum daerah lainnya terkait lingkungan

[ ] Ada [ ] Tidak Ada

*) beri tanda X pada kotak pilihan

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang
diterbitkan

Persentase tersedianya fasilitas ruang bermain, sarana olahraga (SOR), dan taman sebesar 10% dari

ruang terbuka hijau publik

- Jumlah luas fasilitas ruang bermain, SOR dan taman | |

- Total ruang terbuka hijau publik | |

Persentase ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30% dari luas kawasan perkotaan

- Jumlah luas RTH | |

- Total luas kawasan perkotaan | |

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak

- Jumlah rumah tangga dengan akses | |

terhadap air minum layak

- Jumlah rumah tangga | |

Persentase rumah tangga bersanitasi yang layak

- Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap | |

sanitasi yang layak

- Jumlah rumah tangga | |




6 Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

- Jumlah rumah tangga menggunakan listrik | |

- Jumlah rumah tangga | |

7 Persentase penanganan sampah

- Jumlah volume sampah tertangani | |

- Jumlah produksi sampah | |

8 Program penyediaan rumah layak huni dan terjangkau

|:|Ada |:|Tidak Ada

*) beri tanda X pada kotak pilihan

Jika ada, sebutkan nama program kegiatan yang dilakukan

9 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau

Jumlah rumah tangga yang menempati hunian | |
layak dan terjangkau
Jumlah rumah tangga | |

10 Persentase pemukiman layak huni

Total luas pemukiman layak huni | |

Total luas wilayah pemukiman | |

Demikian data capaian dibidang lingkungan yang baik dan sehat serta perumahan yang layak ini
diberikan untuk dipergunakan di dalam penilaian daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM




E. LAPORAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK

1

Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan, dan memantau kesetaraan gender

dan pemberdayaan perempuan seperti :

a. pemberdayaan perempuan wirausaha perempuan

[ ] Ada [ ] Tidak Ada

*) beri tanda X pada kotak pilihan
Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang

diterbitkan

b. pencegahan kekerasan terhadap perempuan

D Ada I:l Tidak Ada

*) beri tanda X pada kotak pilihan
Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang

diterbitkan

c. pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Perempuan

|:| Ada D Tidak Ada

*) beri tanda X pada kotak pilihan
Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang

diterbitkan




d. produk hukum daerah lainnya terkait perempuan

D Ada D Tidak Ada

*) beri tanda X pada kotak pilihan
Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang

diterbitkan

2  Produk hukum daerah yang mengatur mengenai:

a. perlindungan khusus terhadap anak (pencegahan perkawinan anak, pencegahan
kekerasan terhadap anak, anak korban perdagangan orang, pencegahan pekerja anak, dll)

[ Ada [ ] Tidak Ada

*) beri tanda X pada kotak pilihan
Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang

diterbitkan

b. pemenuhan hak anak (kesehatan, pendidikan, sipil, pengasuhan, partisipasi, dll)

I:I Ada I:I Tidak Ada

*) beri tanda X pada kotak pilihan
Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang

diterbitkan

c. produk hukum daerah lainnya terkait anak

|:| Ada |:| Tidak Ada

*) beri tanda X pada kotak pilihan
Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang

diterbitkan




3  Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk:

a. perempuan

[ ] Ada [ ] Tidak Ada

b. anak

|:| Ada DTidak Ada

*) beri tanda X pada kotak pilihan

4 Tersedianya Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) yang memenuhi
pelayanan meliputi:

a. pelayanan pengaduan

[ ] Ada [ ] Tidak Ada

b. konsultasi

[ ] Ada [ ] Tidak Ada

c. mediasi

|:| Ada |:| Tidak Ada

d. penjangkauan

|:| Ada |:| Tidak Ada

e. kesehatan

|:| Ada |:| Tidak Ada

f. rehabilitasi sosial

|:| Ada I:I Tidak Ada

g. bimbingan rohani

I:I Ada |:| Tidak Ada

h. pendampingan

[ Jada [ ] Tidak Ada

i. penegakan dan bantuan hukum

[ ] ada [ ] Tidak Ada

j. layanan pemulangan

|:| Ada |:| Tidak Ada

k. reintegrasi sosial.

|:| Ada |:| Tidak Ada

*) beri tanda X pada kotak pilihan



5 Tersedianya petugas layanan kompeten bagi pelayanan perempuan dan anak di UPT PPA yang
meliputi:

a. tenaga konsultasi

D Ada I:I Tidak Ada
b. kesehatan

I:I Ada I:I Tidak Ada
c. rehabilitasi sosial
|:| Ada |:| Tidak Ada

d. bimbingan rohani

D Ada D Tidak Ada

e. bantuan dan penegakkan hukum
D Ada D Tidak Ada
f. penjangkauan dan layanan pemulangan

|:| Ada I:I Tidak Ada

g. reintegrasi sosial.

I:I Ada |:| Tidak Ada

*) beri tanda X pada kotak pilihan

6 Tersedianya program pencegahan pekerja anak

[ Ada || Tidak Ada

*) beri tanda X pada kotak pilihan

Jika ada, sebutkan nama program kegiatan yang dilakukan

7  Tersedianya program pencegahan perkawinan anak

[ ] Ada [ ] Tidak Ada

*) beri tanda X pada kotak pilihan
Jika ada, sebutkan nama program kegiatan yang dilakukan




8 Tersedianya panti rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak

|:| Ada I:I Tidak Ada

*) beri tanda X pada kotak pilihan

9 Cakupan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di UPT
PPA

- Jumlah pengaduan / laporan yang ditindaklanjuti oleh UPT PPA |

- Jumlah pengaduan / laporan yang masuk di UPT PPA |

10 Cakupan ketersediaan petugas di UPT PPA yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti

pengaduan dari laporan masyarakat

- Jumlah petugas yang memiliki kemampuan |

penanganan pengaduan di UPT PPA

- Jumlah petugas penerima pengaduan yang ada di UPT PPA |

11 Cakupan petugas rehabilitasi sosial yang terlatih di UPT PPA

- Jumlah petugas terlatih dalam rehabilitasi sosial di UPT PPA |

- Jumlah petugas rehabilitasi sosial yang ada di UPT PPA |

12 Jumlah kasus pekerja anak yang dilaporkan |

13 Jumlah kasus perkawinan anak yang dilaporkan |

Demikian data capaian dibidang perempuan dan anak ini diberikan untuk dipergunakan di dalam
penilaian daerah Kabupaten/ Kota Peduli HAM



